86

BAB I11
PENUTUP
A. Kesimpulan
Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik
kesimpulan bahwa pelaksanaan pendaftaran hak milik atas tanah melalui
pendaftaran tanah sistematis lengkap di Kabupaten Karo sudah berjalan sesuai
dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan
Nasional Republik Indonesia No 12 Tahun 2017 Tentang Percepatan
Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap. Hal tersebut dapat dilihat karena
Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap sudah dilaksanakan melalui tahapan
penetapan lokasi, penyuluhan, pengukuran dan pemetaan, pengumpulan data
yuridis, pengumuman, penetapan hak, pembukuan hak, penerbitan sertipikat,
dan penyerahan sertipikat. Seluruh responden (29 responden/100%) yang telah
mendaftarkan Hak Milik atas Tanah melalui PTSL pada tahun 2017 telah
mendapatkan sertipikat Hak Milik atas tanah. Dari seluruh responden tidak ada
responden yang belum menerima sertipikat.
Namun demikian, masih terdapat hambatan-hambatan di masing-masing
desa yaitu :
a. Pemohon tidak ada ditempat sewaktu akan dilakukan pengukuran
bidang tanah

b. Pemohon tidak segera melengkapi kekurangan berkas permohonan
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B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka penulis menyampaikan saran kepada
Pemerintah Kabupaten Karo untuk lebih meningkatkan pelayanan terhadap
masyarakat khususnya di bidang pertanahan, sehingga tidak ada lagi hambatan-
hambatan dalam proses pelaksanaan pendaftaran tanah sistematis lengkap
tersebut, sehingga di kemudian hari Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis
Lengkap dapat berjalan dengan baik. Untuk masyarakat juga, Kiranya turut
berpartisipasi dalam membantu Pemerintah Kabupaten Karo untuk
menyukseskan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap yang

diselenggarakan di Kabupaten tersebut.
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